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EDITORIAL

DEMOKRASI DAN POLITIK ISLAM

Tulisan-tulisan pada Jurnal Refleksi kali ini mengantarkan kita untuk
menyambut gegap gempita panggung politik bangsa kita yang akan
semarak dengan akan diselenggarakannya dua agenda besar pesta
demokrasi nasional, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden-
wakil presiden masa bakti 2009-2014.

Waktu yang kurang dari satu tahun lagi menjelang realisasi kedua
agenda besar tersebut membuat seluruh partai politik bekerja ekstra keras
untuk merebut suara rakyat dalam pemilihan nanti. A. Bakir Ihsan dalam
tulisannya menyoroti tentang kondisi dilematik yang dihadapi oleh partai
politik Islam. Menurutnya, secara struktural, asas Islam tidak kompatibel
dengan ideologi negara yang menempatkan agama sebagai nilai sosial,
bukan sebagai rujukan formal negara. Sementara secara kultural partai
politik Islam tidak menunjukkan kekhasan asasnya dalam mengagregasi
dan mengartikulasi aspirasi masyarakat, Bahkan muncul kecenderungan
ekstensifikasi peran sebagai upaya untuk meraih dukungan tanpa terjebak
pada asas. Kalau demikian, apa makna asas bagi partai politik. Dalam
konteks asas Islam, apa yang bisa diharapkan dari eksistensi dan fungsi
partai politik Islam dalam konstelasi politik nasional.

Budaya partai politik Islam yang tidak menunjukkan kekhasan asasnya
tersebut berbanding terbalik dengan hukum Islam di Indonesia
sebagaimana dipaparkan oleh Fahmi Muhammad Ahmadi. Tidak sedikit
hukum Islam yang menjadi hukum publik dan membuktikan kuatnya
sifat fleksibilitas hukum Islam. Pada saat yang sama hukum Islam
mengalami proses dinamisasi yang dibuktikan dengan terpenuhinya
kebutuhan masyarakat akan hal-hal kontemporer dan pelembagaan adat
sebagai bentuk hukum yang telah ada diadopsi oleh hukum Islam
Indonesia dan menjadi bagian pembangunan hukum nasional.

Senada dengan kedua tulisan sebelumnya, Joharotul Jamilah memotret
pola dan klasifikasi gerakan sosial berbasis agama (baca: Islam) di
Indonesia yang berperan aktif dalam perubahan perilaku masyarakat.
Menurutnya ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati, yaitu



tumbuh dan berkembangnya gerakan-gerakan sosial Islam dengan
beragam tipologi. Mulai dari gerakan Islam modernis, neomodernis,
hingga yang fundamentalis atau bahkan radikal.

Tulisan selanjutnya dalam Jurnal Refleksi kali ini, lebih spesifik
membahas tentang proses pemilihan pemimpin. Shobahussurur mencoba
menawarkan konsep Ibn Taimiyyah tentang proses pemilihan kepala
negara, kualifikasi yang mesti dimiliki seorang pemimpin, dan bagaimana
hubungan pemimpin dengan rakyat. Karena kekuasaan dalam perspektif
politik Islam merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara jujur dan
bertanggung jawab, baik kepada Allah sebagai mudabbir alam semesta dan
kepada rakyat banyak, demikian papar Sya’ban H. Muhammad. Jika
pemahaman ini telah menjadi penghayatan dan pengamalan bangsa dan
negara, maka tingkat penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang atau
kekuasaan dapat diminimalisir.

Sebagai sajian akhir dalam Jurnal Refleksi Nomor 2 Tahun 2008 ini,
M. Zaki Mubarak membeberkan perjalanan demokrasi di Indonesia sejak
tahun 1955 yang mengalami perubahan yang dinamis. Tulisan ini
menunjukkan bahwa evolusi sistem pemilihan umum di Indonesia pada
rentang waktu tersebut mengalami sejumlah perubahan pada regulasi,
partai peserta pemilu, jarak dan fragmentasi ideologi yang semakin
melebar meski lebih moderat, peningkatan kualitas dan derajat demokrasi,
dan berperannya lembaga-lembaga di luar parlemen. Satu yang tidak
berubah, yaitu secara umum Sistem pemilu masih menetapkan sistem
yang sama yaitu sistem proporsional, hanya saja tetap mengalami
perubahan dari proporsional tertutup menjadi terbuka.

Selamat membaca, semoga beberapa tulisan dalam Jurnal Refleksi
kali ini dapat menjadi sedikit bahan referensi pembaca dalam menentukan
pilihan kelak pada pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden
pada tahun 2009 yang akan datang.

Redaksi



PROSES PEMILIHAN PEMIMPIN MENURUT IBN TAIMIYYAH

Shobahussurur

Abstract: The echoes of the democratic festival grow louder. The legislative elections on
April 9, 2009, as well as the presidential and vice-presidential elections on July 8, 2009,
draw nearer. Each promotes the idea that the leader from their party and faction is the
most competent and worthy of selection. Leadership in Islam is viewed as a crucial instru-
ment. The absence of leadership would lead to chaos for the nation and state. For this
reason, scholars agree that appointing a leader for Muslims is a religious obligation. The
Jollowing article seeks to explore Ibn Taymiyyah’s thoughts on the process of selecting a head
of state, the qualifications a leader must possess, and the relationship between the leader
and the people.

Keywords: Election; Democracy; Leader.
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Abstrak: Gaung pesta demokrasi semakin keras. Pemilu legislatif, 9 April 2009, maupun
pemilu presiden dan wakilnya, 8 Juli 2009 semakin dekat. Masing-masing mempromosi-
kan bahwa pemimpin dari partai dan golongannya yang paling baik dan layak dipilib.
Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai instrumen yang sangat penting.
Kekosongan pemimpin akan mendatangkan kekacanan bagi bangsa dan negara. Untuk
kepentingan itu maka para ulama sepakat bahwa mengangkar pemimpin bagi kaum mus-
lim adalah wajib syar’i. Tulisan berikut berupaya mengungkap pemikiran Ibn Taimiy-
yah tentang proses pemiliban kepala negara, kualifikasi yang mesti dimiliki seorang pem-
impin, dan bagaimana hubungan pemimpin dengan rakyat.

Kata Kunci: Pemilu; Demokrasi; Pemimpin.

Pemilihan Pemimpin

Dalam sejarah pemikiran politik Islam, secara garis besar, setidaknya
terdapat dua sistem dalam pemilihan pemimpin negara. Pertama, adalah
pemilihan pemimpin melalui 7ash atau wasiat, dalam hal ini Allah lang-
sung yang menunjuk pemimpin yang dimaksud. Kelompok yang menga-
nut sistem ini disebut dengan ashhib al-nash, di mana mereka meyakini
bahwa para pemimpin itu diangkat untuk selama-lamanya menurut teks-
teks suci yang eksplisit. Kedua, adalah pemilihan pemimpin melalui
musyawarah, setelah terjadi ijma’ (konsensus, kesepakatan) dari warga
negara. Penganut sistem kedua ini disebut sebagai kelompok @b/ ikhtiyar,
di mana mereka meyakini bahwa para pemimpin itu harus diangkat me-
lalui pemilihan bebas oleh masyarakat. Pola pertama diyakini kebena-
rannya dan diikuti oleh golongan Syiah, dan pola kedua diikuti golongan
Sunni.

Menurut keyakinan Syiah, kepala negara harus diangkat berdasarkan
nash atau wasiat yang diberikan oleh kepala negara sebelumnya. Hal itu
karena kepala negara itu, dalam pandangan mereka, adalah seorang is-
timewa dengan berbagai kelebihan sanggup memelihara Syari’ah. Dialah
yang akan berkuasa mutlak memelihara dan menafsirkan pengertian yang
benar dan murni dari Syari’ah itu. Manusia, dengan segala keterbatasannya,
tidak akan sanggup memilih seorang pemimpin dengan keistimewaan di
atas. Maka Tuhan memilih seorang imam untuk kesejahteraan manusia.
Dengan /uthf Allah, seorang imam ditunjuk agar dapat menjaga, memeli-
hara, dan menerapkan Syari’ah. Proses penunjukannya itu dalam bentuk
wasiat dari imam sebelumnya.

Refleksi Vol. 10, No. 2 (2008)
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Menurut golongan Syiah, sebagaimana yang disampaikan oleh al-Hilli,
bahwa Allah menurut teks yang eksplisit harus mengangkat seorang pem-
impin yang sempurna yang mempunyai peran untuk memelihara hukum
tertinggi (Syari’ah). Setelah Muhammad SAW. meninggal dunia, pem-
impin (imam) itulah satu-satunya penafsir bagi hukum tertinggi itu dan
yang menjadi penengah antara Allah dan manusia. Karena manusia,
dengan segala keterbatasannya, tidak dapat mengetahui siapakah pem-
impin yang sempurna itu, maka Allahlah yang memilihkan seorang pem-
impin untuk kesejahteraan manusia.! Maka nash (penunjukan) kepem-
impinan itu diberikan kepada ‘Ali Ibn Abi Thalib untuk menjadi imam
pertama menggantikan posisi Rasulullah.” Ali menjadi washi (penerima
wasiat, pengganti) Muhammad. Setelah Ali, wasiat kepemimpinan itu
diberikan kepada al-Hasan al-Zakki, kemudian saudaranya, al-Husein Ibn
‘Ali, kemudian ‘Ali Ibn al-Husein Zain al-Abidin, Muhammad Ibn ‘Ali al-
Baqir, Ja’far Ibn Muhammad al-Shadiq, Masa Ibn Ja'far al-Kadzim, ‘Ali
Ibn Mausa al-Rida, Muhammad Ibn ‘Ali al-Jawwad, ‘Ali Ibn Muhammad
al-Hadi, al-Hasan Ibn ‘Ali al-Askari, dan Muhammad Ibn al-Hasan. Nabi
tidak meninggal kecuali setelah meninggalkan wasiat imdmah. Tidak ada
intervensi orang lain dalam pemilihan seperti itu, yang adalah pemilihan
berdasarkan wasiat dari pemimpin sebelumnya.’

Keyakinan yang dianut golongan Syiah itu ditolak oleh golongan
Sunni. Hal itu karena hadis-hadis yang dijadikan rujukan bagi golongan
Syiah dianggap tidak mutawatir dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan
dalil.

Bagi mereka, pemilihan pemimpin negara itu harus melalui musya-
warah, yaitu pengangkatan yang berdasarkan kesepakatan umat. Hal itu
karena tidak adanya nash yang jelas yang menyebutkan tentang pengganti
Muhammad SAW. setelah meninggal untuk memangku jabatan kepala
negara, dan prinsip pemerintahan di dalam Islam itu berdasarkan musya-
warah.* Dalam pelaksanaan sy#ra dalam memilih kepala negara, golongan
Sunni menempuh beberapa cara, antara lain: 1) pemilihan bebas tanpa
penunjukan sebelumnya, seperti yang terjadi pada pemilihan Aba Bakar,
2) pengangkatan dari khalifah yang berkuasa terhadap seorang yang bukan
keluarganya, seperti pada kasus pemilihan ‘Umar Ibn al-Khatthab, 3)
pengangkatan atau penunjukan oleh pemimpin yang berkuasa kepada be-
berapa tokoh masyarakat untuk dipilih salah satu, seperti pada kasus pem-
ilihan ‘Utsman Ibn ‘Affan dan ‘Ali Ibn Abi Thalib.”
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Meskipun di kalangan Sunni, pemilihan itu berdasarkan al-ikhriyar
(pemilihan melalui musyawarah), namun mereka juga mengakui adanya
pemilihan berdasarkan nash, baik berupa al-nash al-khafi (penunjukan
secara samar) maupun a/-nash al-jali (penunjukan secara jelas).® Bila pada
golongan Syiah, zash itu datangnya dari Rasulullah kepada ‘Ali Ibn Abi
Thalib, maka pada golongan Sunni, 7ash itu dari Rasulullah kepada Aba
Bakar.

Pandangan Ibn Taimiyyah tentang Pemilihan Pemimpin

Ibn Taimiyyah mengkritik pola pemilihan kepala negara berdasarkan
nash atau wasiat seperti yang diyakini oleh Ashab al-nash (golongan Syiah),
sebagaimana dia juga mengkritik pola pemilihan berdasarkan ikhtiyar yang
diyakini oleh Ashab al-ikhtiyir (golongan Sunni). Dia tidak memandang
adanya keharusan bahwa pemilihan itu berdasarkan al-nash atau al-
ikhtiyar.

Di kalangan Syiah sendiri, meskipun semuanya sepakat pemilihan ber-
dasarkan al-nash, di sana terdapat perbedaan tentang bunyi a/-nash yang
diberikan kepada ‘Ali Ibn Abi Thalib. Syiah Imamiyyah berpendapat
bahwa nash itu ditujukan kepada ‘Ali Ibn Abi Thalib melalui pernyataan
Rasulullah bahwa ini (‘Ali) adalah imam setelah aku, dengarkan dan
patuhi (a/-nash al-jali). Sedangkan Syiah Zaydiyyah berpendapat bahwa
nash kepada Ali itu melewati sabda Rasulullah yang artinya:

Barang-siapa yang aku menjadi pemimpinnya maka Ali adalah pem-

impinnya. Engkau bagiku bagaikan Harun bagi Misa.®

Golongan Zaydiyyah yang lain, al-Jaradiyyah bahkan berkata bahwa
Nabi hanya menunjuk Ali secara samar (al-khafi) yang hanya diketahui
oleh dia, tanpa menyebutnya secara tegas.’

Ada pula pendapat lain di kalangan al-Rawandiyyah, bahwa nash ten-
tang imamah itu sebenarnya ditujukan bukan kepada ‘Ali Ibn Abi Thalib
atau Abu Bakar al-Shiddiq, tetapi kepada al-Abbash ibn ‘Abd al-Muthal-
lib. Mereka berkata: Sesungguhnya nash itu diberikan kepada al-Abbas dan
keturunannya hingga hari kiamat.'

Jadi kalaulah pemilihan kepala negara itu harus berdasarkan nash
(penunjukan) dari Rasulullah, maka sesungguhnya di kalangan Sunni ter-
dapat banyak dalil baik yang 4hafi maupun yang jali, dan bukan hanya
dimonopoli oleh golongan Syiah saja. Bahkan dalil-dalil golongan Syiah
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banyak mengandung kelemahan. Dalil-dalil dari kalangan Sunni dianggap
oleh Ibn Taimiyyah lebih kuat.

Yang pasti, demikian Ibn Taimiyyah, Nabi memberikan petunjuk ten-

tang kekhilafahan Aba Bakar melalui peristiwa-peristiwa atau ucapan-uca-
pan beliau. Bahkan Nabi berniat meninggalkan pesan tertulis ketika sakit.
Tapi beliau tidak jadi menuliskannya, karena para sahabat sudah mengerti
kalau Allah dan Rasul-Nya telah menunjuk Aba Bakar sebagai khalifah.
Andaikan saja penunjukan itu tidak jelas, pasti Nabi menjelaskan. Karena
semua sahabat sudah mengerti yang dimaksud, maka pesan itu tidak perlu
ditulis secara tekstual. Rasul memang terkadang bersabda dengan
menggunakan redaksi umum dan terkadang menggunakan redaksi khu-
sus."!
Pemahaman seperti itu dapat diketahui saat para sahabat itu mengada-
kan musyawarah di Saqifah Bani Sa’idah. ‘Umar Ibn al-Khaththab, dalam
pidato panjangnya mengatakan: “Tidak ada di antara kalian orang yang
mempunyai kelebihan (keutamaan) melebihi keutamaan Abu Bakar”.'?
Pada kesempatan itu, Umar juga mengatakan: “Dia (Aba Bakar) adalah
orang terbaik, tuan dan kekasih kita setelah Rasulullah SAW.”" Pada saat
itu tidak ada seorang pun baik dari kalangan al-Muhajirin maupun al-An-
shiar yang menolak pernyataan itu.'* Hal itu tidak lain karena mereka
mengetahui ketokohan Aba Bakar dan bagaimana Rasulullah memperla-
kukannya. Sehingga yang terjadi adalah bahwa mereka semua membaiat
Abt Bakar Ibn Qahafah.

Memang pada saat itu ada yang menolak keputusan, seperti Sa’ad Ibn
Ubadah yang menuntut kekuasaan atas nama kelompok al-Anshar. Ada
pula riwayat bahwa Abu Sofyan dan Khalid Ibn Sa’id dari Bani Abd Manaf
menginginkan agar pemimpin itu berasal dari keluarga mereka.!” Tetapi
tidak lama berselang setelah itu, dengan besar hati mereka menerima
kekhilafahan Aba Bakar. ‘Ali Ibn Abi Thalib juga membait Aba Bakar
meskipun selang beberapa hari. Tidak ada yang protes kepada Aba Bakar,
tidak dari kalangan Muhajirin tidak pula dari kalangan Anshar, tidak pula
dari kalangan Ahl Bait Rasulullah. Pada akhirnya semuanya menyetujui
Abu Bakar.

Peristiwa seperti itu, menurut Ibn Taimiyyah, tidak lain karena kaum
muslimin menyadari bahwa Aba Bakar adalah orang yang paling utama
dan oleh karenanya paling layak menjabat sebagai khalifah nubuwwab
menggantikan Rasulullah. Di samping itu, mereka telah memahami dari
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apa yang mereka dengar dari Rasulullah bahwa Aba Bakar adalah tokoh
yang paling berhak menggantikan beliau.

Maka Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa terpilihnya Aba Bakar men-
jadi khalifah adalah berdasarkan zash dari Rasulullah yang diikuti dengan
ijma’ (konsensus, kesepakatan) dari masyarakat secara bersamaan. Jadi
kaum muslimin memilih Aba Bakar, bukan semata melalui pemilihan
bebas semata, tapi pemilihan berdasarkan nash dan ijma’ sekaligus.'®

Jadi dalam konsep Ibn Taimiyyah, sejalan dengan keseluruhan pola
pemikirannya, selalu memadukan antara daliil mangilah (argumentasi
teks) dan daliil ma'qilah (argumentasi nalar). Dalam hal pemikirannya
tentang pemilihan kepala negara, alur pemikirannya itu tetap digunakan.
Kritiknya kepada Syiah adalah terkait dengan sikap mereka yang hanya
berlandaskan pada nash (teks) dalam pemilihan kepala negara, tanpa
melihat pada ada dan tidaknya #jma’ dari masyarakat. Apalagi, nash-nash
yang dijadikan rujukan golongan Syiah, dalam pandangan Ibn Taimiyyah,
dianggap sangat lemah. Kritiknya kepada golongan Sunni adalah terkait
sikap sebagian mereka yang pada akhirnya cenderung pada pemilihan ber-
dasarkan ikhtiyar khurr (pemilihan bebas), yang sering kali tidak ber-
landaskan pada teks.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pemilihan kepala negara,
dalam pandangan Ibn Taimiyyah, tidak cukup hanya berdasarkan nash
(wasiat), tetapi harus ada 7jma’ (kesepakatan) dari masyarakat. Kekuatan
proses pemilihan Aba Bakar adalah karena di samping ada nash dari
Rasulullah, di sana ada kesepakatan para sahabat untuk memilihnya. Selain
itu, yang tidak kalah penting adalah harus ada baiz/ (dukungan, sumpah
setia) dari masyarakat kepada pemimpin itu. Tanpa adanya sumpah setia
dari masyarakat, seseorang tidak dapat menjadi kepala negara.

Wewenang Memilih dan Kualifikasi Calon Pemimpin

Hanya saja yang menjadi persoalan dalam politik Islam adalah terkait
dengan orang yang berhak memilih dan memberikan sumpah setia kepada
kepala negara itu. Siapakah orang yang berhak memilih dan membaiat dan
apakah dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Siapa pula orang
yang berhak menurunkannya.

Dalam khazanah pemikiran politik Islam klasik, diketahui bahwa yang
berhak memilih dan menurunkan seorang kepala negara adalah sebuah
lembaga yang sering disebut dengan Ah/ al-Hall wa al-’Agd (orang-orang
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yang memegang kekuasaan tertinggi untuk melepaskan dan mengikat).!”
Lembaga ini dianggap sebagai wakil umat di dalam menangani proses
penetapan dan pengangkatan seorang kepala negara. Sayangnya, tidak ada
pernyataan yang tegas dalam golongan Sunni maupun Syiah bahwa lem-
baga ini merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Lembaga ini tidak
dikenal pada masa awal Islam, dan baru menjadi populer pada masa Di-
nasti Bani Abbas. Teori utamanya tentang lembaga ini adalah bahwa Allah
menentukan pemimpin melalui suara rakyat yang tidak mungkin salah.
Suara itu direpresentasikan dalam sebuah lembaga yang disebut Ab/ al-
Hall wa al-’Agd. Dalam praktiknya lembaga ini mirip dengan kekuasaan
Ilahi dalam tradisi gereja.'® Bahkan sering-kali lembaga ini digunakan oleh
para “perampok” kekuasaan untuk melegalisasi kekuasaan yang telah
direbutnya.

Ibn Taimiyyah mengkritik lembaga ini terkait dengan proses pemben-
tukan dan sumber otoritas yang diberikan kepadanya. Lembaga ini sering
kali terdiri dari orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mewakili rakyat.
Ibn Taimiyyah menolak keras pendapat para pemikir yang menyebutkan
batas minimal anggota lembaga itu. Ada yang mengatakan cukup minimal
empat orang, tiga orang, bahkan oleh hanya dengan satu orang. Jumlah
seperti itu belum dianggap mewakili suara rakyat.

Ibn Taimiyyah selanjutnya mengadakan kritik terhadap kualifikasi-
kualifikasi calon kepala negara yang dapat dipilih menjadi kepala negara.
Dia menolak idealisasi kualifikasi calon pemimpin sebagaimana yang
digambarkan para pemikir Islam yang dalam kenyataan di lapangan kuali-
fikasi-kualifikasi seperti itu sulit, kalau tidak dapat dikatakan mustahil, un-
tuk diwujudkan.' Ibn Taimiyyah ingin berpikir praktis dan realistis dalam
hal ini, sehingga dia menolak menyebutkan persyaratan-persyaratan yang
Sulit dipenuhi sehingga menyebabkan pemerintahan tidak dapat dite-
gakkan. Dia berpikiran, janganlah gara-gara prasyarat seorang pemimpin
yang tidak dapat dipenuhi menyebabkan sebuah negara kosong dari jab-
atan kepala negara. Dia berpendapat bahwa manusia itu hanya menjadi
baik kalau ada pemimpin. Bahkan andai-kata mereka dipimpin oleh
seorang dengan kualifikasi rendah sekalipun, maka hal itu masih lebih baik
daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Enam puluh tahun bersama
pemimpin yang jahat, lebih baik daripada satu malam tidak ada pem-
impin.?® Maka dari itu Ibn Taimiyyah mengkritik golongan Syiah yang

karena alasan menunggu kedatangan al-imdam al-muntadzar (pemimpin
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yang dinanti) yang sempurna (ma’him) itu, kemudian membiarkan
masyarakat kosong tanpa pemimpin, atau yang lebih parah lagi, menolak
setiap pemimpin yang ada, lantas membuat teror-teror, dan mengadakan
pemberontakan, sehingga menghancurkan masyarakat itu sendiri.

Kritik Ibn Taimiyyah tersebut cukup beralasan, karena dalam praktik
politik Syiah dalam sejarahnya tidak mencerminkan idealisme pemimpin
yang didambakan itu. Karena dalam paham Syiah, seorang imam (pem-
impin) itu harus sempurna, maka manakala mereka menemukan seorang
pemimpin yang menurut mereka dianggap tidak sempurna, mereka me-
nolaknya dan setelah itu pemberontakan melawannya adalah sebuah ke-
harusan. Tentu praktik-praktik mereka yang demikian itu tidak menc-
erminkan pada idealisme konsep politik mereka. Kesempurnaan yang di-
tuntut dari para imam (pemimpin) itu tidak pernah dijumpai dalam diri
mereka. Ibn Taimiyyah mensinyalir bahwa para imam mereka itu, kecuali
‘Ali Ibn Abi Thalib, tidak ada yang sanggup menegakkan kekuasaan poli-
tik bagi dirinya dan tidak satu pun di antara tujuan-tujuan umat yang
dapat mereka wujudkan.”!

Bahkan Ali sendiri dalam kepemimpinannya dianggap gagal. Ternyata
keseluruhan masa kekhilafannya lebih banyak dihabiskan untuk me-
nyelesaikan masalah perang saudara, tidak ada al-furihpar al-islamiyah
(pembebasan Islam ke wilayah kafir), malah yang terjadi pertumpahan
darah di lingkungan kaum muslimin sendiri. Apakah para pemimpin sep-
erti itu dianggap sempurna, sementara dalam fakta sejarah mereka tidak
mampu berbuat banyak untuk kebaikan seluruh warga negara.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Ibn Taimiyyah menginginkan
seorang pemimpin yang dapat menjalankan roda pemerintahan dengan
baik, dan hal itu tidak cukup hanya dengan memberikan kepadanya per-
syaratan yang sangat idealistis. Persyaratan yang sangat ideal, tanpa mem-
perhitungkan situasi dan kondisi Masyarakat bukan saja tidak realistis, tapi
akan menimbulkan jurang perbedaan yang dalam antara cita-cita dan fakta
yang pada gilirannya akan menimbulkan kekacauan dalam negara itu.

Demikian pula persyaratan dari tokoh-tokoh seperti al-Farabi, al-
Mawardi, al-Ghazali dan lain-lain dianggap oleh Ibn Taimiyyah sebagai
sangat idealis, tidak realis dan oleh karenanya sangat sulit dilaksanakan.
Seorang pemimpin dalam paham mereka dianggap sebagai sosok teladan,
terpadu di dalam dirinya kualifikasi ideal dan sempurna secara fisik, intel-
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ektual, dan moral. Sifat-sifat demikian sangat sulit ditemukan, dan ka-
laulah ada itu hanya terjadi pada masa awal Islam pada sosok Rasulullah
SAW. atau pada al-Khulafa’ al-Rasyidin, atau pada tataran yang lebih ren-
dah pada diri Mu’awiyah dan ‘Umar Ibn ‘Abd al-’Aziz.** Pada para pem-
impin berikutnya, kualifikasi-kualifikasi yang dibuat sangat rumit dan ide-
alis itu tidak dapat dipenuhi oleh mereka.

Demikian pula persyaratan bahwa pemimpin itu harus dari suku
Quraisy.”” Menurut Ibn Taimiyyah persyaratan pemilihan kepala negara
berdasarkan nasab (keturunan), ras, atau golongan tertentu adalah tidak
benar.?* Persyaratan seperti itu akan mengarah kepada diskriminasi, dan
pada gilirannya bertentangan dengan semangat egalitarian yang dijunjung
tinggi oleh Islam. Sikap menonjolkan suku dan golongan dipandang
bukan merupakan dalil Syar’i, bukan cara-cara yang ditempuh agama, dan
bukan pula suatu perintah Allah dan Rasul-Nya. Sikap itu dianggap se-
bagai ashabiyyah (fanatisme) jahiliyyah dan kesukuan yang dilarang Islam.*

Dalam pemilihan kepala negara, demikian Ibn Taimiyyah, tidak cukup
hanya sekedar dilakukan bai’at atas seorang Quraisy lantas bai amya sah
dan harus diikuti, tapi harus mendapat kesepakatan dari seluruh kaum
muslimin. Ibn Taimiyyah lantas mengutip kata-kata ‘Umar Ibn Khatthab
yang berbunyi: “Siapa yang membai at seseorang tanpa musyawarah dari
kaum muslimin, maka orang itu tidak dibai az, dan dia tidak memébai az.
Mereka itu sah untuk dibunuh”.? Selanjutnya pendapat Ibn Taimiyyah
itu diperkuat dengan ayat dan beberapa hadis.”” Di antara ayat yang dise-
butkan adalah QS. al-Nisa’ /4: 59, bahwa “uli al-amri minkum” (para
pemimpin di antara kamu sekalian) dalam ayat itu tidak dirinci berapa
jumlah dan dari suku apa. Sedangkan hadis-hadis yang dikutip antara lain:
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“Dari Abu Dzar, berkata: ‘“Sesungguhnya kekasibku (Mubammad) me-

merintabkan aku untuk mendengar dan menaati walau kepada seorang bu-
dak Habasyi dengan wajah buruk’.

Juga sabda Rasulullah SAW. pada waktu Haji Wada’, dengan redaksi
periwayatan yang berbeda-beda:
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Maka Ibn Taimiyyah dalam memberikan persyaratan bagi seorang
pemimpin tidak memberikan persyaratan yang terkait dengan suku atau
golongan, tidak pula memberikan persyaratan yang berlebihan.?® Baginya,
persyaratan utama bagi pemimpin adalah amdinah (kejujuran) dan quwwah
(kekuatan).

Dalam konsep Ibn Taimiyyah, kekuasaan adalah sebuah amadnah yang
harus ditegakkan. Maka seorang pemimpin sebuah negara, atau pem-
impin-pemimpin lain yang lebih rendah tingkatannya, harus dapat
menyampaikan amanat itu kepada pemiliknya.”” Pemimpin hendaknya
dipilih seorang yang jujur, dapat mengemban amanah tersebut.’ Itulah
pemimpin amin (jujur, yang bisa memegang amanat) yang dapat mene-
gakkan keadilan.

Pemimpin yang jujur itu hendaklah dari orang yang dianggap paling
al-ashlah (paling tepat, dan sesuai) dalam mengemban amanah itu. Hanya
yang paling tepat dan sesuai dengan bidangnya yang dipilih menjadi pem-
impin, bukan memberikan kekuasaan berdasarkan asal usul, keluarga, atau

untuk kepentingan suatu golongan tertentu.”’ Rasulullah SAW. berkata
kepada ‘Abd al-Rahman Ibn Sumrah:
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“Wahai ‘Abd al-Rahman, janganlah kamu meminta jabatan. Bila kamu me-
megang jabatan tanpa kamu minta, niscaya kamu akan diberi pertolongan
untuk melaksanakannya. Namun bila jabatan itu, diberikan kepadamu ka-

rena kamu minta, maka dirimu akan terbebani karenanya” >

Menurut Ibn Taimiyyah, al-améinah (kejujuran) dan al-quwwah
(kekuatan dan kemampuan) harus menjadi syarat yang dimiliki setiap
pemimpin, atau pemangku sebuah jabatan. Dua syarat itu tidak mudah
bersatu dalam diri seorang pemimpin. Ada orang yang jujur tetapi tidak
mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memimpin. Ada pula
seorang yang mampu memimpin tetapi kejujuran tidak ada dalam dirinya.
Bila ada dua orang, yang satu kejujurannya lebih dominan dari
kekuatannya, dan yang lain kekuatannya lebih dominan dari kejujurannya,
siapa di antara dua orang itu yang dipilih menjadi pemimpin?

Ibn Taimiyyah memilih orang kedua, dengan mengikuti jawaban al-
Imam Ahmad ketika diminta pilihannya terhadap dua orang komandan
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perang, yang satu kuat tapi pendosa, dan yang lain saleh tapi badannya
lemah. Ahmad menjawab:
“tentang komandan kuat tapi pendosa itu, sesunggubnya kekuatannya
berguna bagi kaum muslimin, sedang kegemarannya berbuat dosa hanya akan
berdampak pada dirinya sendiri. Adapun seorang yang saleh tapi badannya
lemabh, sesungguhnya kesalehannya itu hanya berguna bagi dirinya sendiri,
sedangkan kelemahannya akan merugikan kaum muslimin. Oleh karenanya,

hendaklah berperang bersama orang yang kuat meskipun pendosa” >

Dua sosok sahabat, Khalid Ibn Walid dan Aba Dzarr mempunyai
karakter yang berbeda. Khalid adalah sosok pribadi yang kuat tapi terka-
dang tidak sepenuhnya menaati perintah Rasulullah. Sedangkan Abua
Dzarr adalah sosok pribadi yang sangat taat, dipercaya, dan memegang
teguh amanat, hanya sayang, badannya lemah. Namun demikian yang
selalu ditugaskan Nabi untuk maju memimpin setiap pertempuran adalah
Khalid.*

Dalam hal ini dapat dipahami dari alus pemikiran Ibn Taimiyyah. Dia
memandang lebih realistis terhadap masalah persyaratan yang harus dimil-
iki pemimpin. Dia menyadari benar, tidak ada manusia yang sempurna.
Sehingga andai-kata dua kriteria itu pun sulit ditemukan dalam satu sosok,
sebuah negara tidak boleh dikosongkan dari pemimpin. Pemimpin tetap
harus ada, meskipun dia berbuat zalim sekalipun. Hal itu berbeda dengan
konsep Syiah atau Khawarij. Bagi Syiah, seorang imam adalah ma shlim,
sempurna dan oleh karenanya dia dilindungi dari kemungkinan berbuat
dosa atau kesalahan. Demikian pula Khawarij, seorang pemimpin itu ha-
rus sempurna secara keseluruhan, sehingga kesalahan yang dilakukan oleh
pemimpin, sekecil apa pun, dianggap tidak layak memimpin dan oleh ka-
renanya sah untuk diberontak dan digulingkan.

Pemikiran Ibn Taimiyyah itu terkesan menganggap remeh masalah
kepemimpinan, di mana dalam kondisi tertentu dia mengizinkan orang
yang tidak jujur untuk memimpin negara. Jelas bahwa alur pemikiran Ibn
Taimiyyah tidak ke sana. Dia tidak melegalkan seorang yang zalim mem-
impin suatu bangsa. Dia tetap menginginkan agar orang yang jujur dan
kuat yang memimpin bangsa tersebut. Tapi dalam kondisi di mana rakyat
harus memilih antara dua pilihan, maka kemampuan untuk memimpin
harus diprioritaskan.
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Ibn Taimiyyah menghendaki adanya kerja-sama dari seluruh rakyat da-
lam mengatur negara. Untuk memilih seorang pemimpin dengan kualifi-
kasi-kualifikasi seperti zaman Rasulullah dan Khulafa’ Rasyidin adalah
sangat sulit atau bahkan tidak mungkin ditemukan. Negara merupakan
sebuah lembaga kerja-sama antara berbagai komponen dalam masyarakat,
sehingga masing-masing dapat turut berperan sesuai dengan kemampuan,
keahlian, dan keilmuannya. Masing-masing dengan kelebihan dan keku-
rangan diharapkan saling dapat mengisi kekurangan. Maka andaikan saja
tidak ditemukan seorang pemimpin yang memiliki keseluruhan kualifikasi
yang diharapkan, dan memang tidak ada seorang yang sempurna, maka
kekurangannya akan ditutupi oleh orang-orang lain dalam negara itu me-
lalui kebersamaan.

Dengan adanya persyaratan yang sederhana yang diberikan oleh Ibn
Taimiyyah, yaitu al-amanah (kejujuran) dan al-quwwah (kekuatan dan ke-
mampuan), apakah berarti dapat dipahami bahwa Ibn Taimiyyah setuju
andai-kata pemimpin itu seorang perempuan?

Sejauh penelitian yang dilakukan penulis, tidak ditemukan bahasan
khusus dari pemikiran Ibn Taimiyyah tentang kepemimpinan perempuan.
Meskipun sebenarnya pemerintahan di Mesir sebelum Dinasti Mamluk
berdiri, sekitar 15 tahun sebelum Ibn Taimiyyah lahir, pernah dipimpin
oleh seorang perempuan bernama Syajarat Durr, menjadi sulthanah
menggantikan suaminya, al-Malik al-Shalih Najm al-Din al-Ayyubi, sul-
tan Dinasti Ayyubiyyah terakhir (1240-1249). Namun bila dilihat dari
pola berpikir Ibn Taimiyyah dalam memberikan persyaratan bagi seorang
pemimpin yang lebih mengedepankan kemampuan dan kejujuran, dan
bukan mendahulukan kesukuan atau golongan, maka dapat dipahami
bahwa Ibn Taimiyyah pun tidak membedakan apakah sang pemimpin itu

laki-laki atau perempuan.
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Catatan Kaki

1.

10.

11.

QS. al-Nisa’ [4]: 138-139, 144; al-M2a’idah [5]: 51; al-Taubah [9]: 23; Ali ‘Imran [3]:
28.

Golongan Syiah memahami bahwa wasiat Rasul itu telah diberikan kepada ‘Ali Ibn Abi
Thalib. Menurut mereka, Isyarat itu diberikan Rasulullah sewaktu menyampaikan
pidato di suatu tempat antara Makkah dan Madinah yang disebut Ghadir Khim, seusai
haji wada’ tahun. Lihat al-Hilli, Minhdj al-Karimah, dalam Ibn Taimiyyah, Minhdj al-
Sunnah al-Nabawiyyah, J. 1, h. 123-127.

Ibn Taimiyyah, Minhdj al-Sunnah al-Nabawiyyah, ]. 11, h. 124-125.

Lihat Al-Qur’an dan Terjemahnya, al-Syira [42], h. 217.

Abii Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Isiamiyyab fi al-Siyisah wa al-"Aqd’id wa Tarikh al-
Madzihib al-Fighiyyah (Kairo: Dar al-Fikr al-’Arabi, t.t), h. 95.

Al-Ghazali umpamanya, berpendapat bahwa dalam pengangkatan Aba Bakar sebagai
khalifah sesungguhnya terdapat nash-nash yang sahih dari Rasulullah, baik berupa
penunjukan tidak langsung (a/-nash al-kbafi), maupun berupa penunjukan langsung (a/-
nash al-jali) dari Rasulullah. Al-nash al-kbafi antara lain penunjukan Aba Bakar oleh
Rasulullah untuk menjadi imam salat ketika beliau berhalangan. Sedangkan al-nash al-
jalz, antara lain sebuah hadis yang berbunyi: « il ol cina ) Cul i il gus ) by 1@ 31 sal )
Sl G Je wsdl iad WS, Seorang perempuan bertanya: Wabai Rasulullah, apa
pendapatmu jika engkau telah pulang dan aku tidak dapar lagi berjumpa denganmu?
(kiranya yang dimaksudkan adalah kematian). Beliau berkata: Datangilah Abi Bakar .
Dalam Minhij, Ibn Taimiyyah menyebutkan sedikitnya 10 hadis yang diyakini sahih,
tentang adanya al-nash al-kbafi maupun al-nash al-jali dari Rasulullah kepada Aba Bakar.
Lihat Aba Muhammad Ibn Hazm, a/-Milal wa al-Nibal (Riyadh: Ukkadz, 1982), h. 176;
Juga Ibn Taimiyyah, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah, ]. 1, h. 511-516.

Ibn Taimiyyah, Minhdj al-Sunnah al-Nabawiyyah, J. 1, h. 499-500.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Sya’ban dari Maiminah Abi ‘Abdillah dari Zaid Ibn
Arqam dari Nabi SAW. Hadis ini merupakan bagian dari pidato panjang dari Rasulullah
dalam khotbahnya di Ghadir Khum. Kalangan ahli hadis menggolongkannya sebagai
hadis hasan gharib. Lihat dalam al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, J. V, h. 297, 301-302.
Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, hadis no. 947, 909, 1007, 1021, 1048,
1167, 1177, 1206; al-Bukhari, Shahih al-Bukhbari, J. V, h. 19; Muslim 4/1871; Ibn
Majah, Sunan Ibn Majah, ].1, h. 42-43, 45. Dalam diskusi dan polemik yang terjadi
antara kalangan Sunni dan Syiah, hadis Ghadir Khum ini sering dikupas. Persoalan inti
dalam diskusi dan polemik itu adalah kata-kata “mawli”. Apakah kata “mawli”
menunjuk arti sebuah konsep imam, dalam pengertian kepemimpinan negara, ataukah
hanya menunjuk arti bahasa yang dapat berarti pemimpin secara umum, penolong,
sahabat. Lihat beberapa diskusi antara Sunni dan Syiah, antara lain dalam Ahmad Sya’at,
Bain al-Sunnab al-Mubammadiyyah wa al-Syiah al-Khumainiyyah ‘Aqa’id wa Tirikh,
(Riyadh: Mathba’ah ‘Abir, 1988), h. 16-24; A. Syarafuddin al-Masawi, Dialog Sunnah
Syiah (al-Murdja at), terj. Muhammad al-Bagir, (Bandung: Mizan, 1990), h. 196-231.
Lihat Ibn Taimiyyah, Minhdj al-Sunnah al-Nabawiyyah, J. 1, h. 502; Juga al-Asy’ari,
Magalar al-Islaimiyyin, J. 1, h. 133-135; al-Syihristani, a/-Milal wa al-Nibal, ].1, h. 140-
141; al-Farq Bain al-Firag, h. 22-24.

Abu Ya'la, al-Mu tamad. fi Ushil al-Din, h. 223; dalam Ibn Taimiyyah, Minhaj al-Sunnah
al-Nabawiyyah, ]. 1, h. 500.

Ibn Taimiyyah, Minhdj al-Sunnah al-Nabawiyyah,]. 1, h. 516-517.
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Lihat dalam al-Bukhari, Shapip al-Bukhbari, ]. VIII, h. 169; Ibn Hisyam, Abi Muhammad
‘Abd al-Malik, a/-Sirah al-Nabawiyyah, (Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyah, t.t.),
J. IV, h. 309; Muslim, Shahih Muslim, ]. 111, h. 1317. Ibn Hajar, Fath al-Biri, J. X11, h.
125.

Lihat dalam al-Bukhari, Shapip al-Bukhari, J. V, h. 7, J. VIIL, h. 168-171; Ahmad Ibn
Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, J. 1, h. 323-327.

Ibn Taimiyyah, Minhdj al-Sunnah al-Nabawiyyah,]. 1, h. 516-517.

Lihat Ibn Katsir, Abu al-Fida’ Isma'1l, a/-Bidiyah wa al-Nibiyah, (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1999), J. 11, h. 247; Al-Thabaqair al-Kubra, ]. 111, h. 144-145. Ibn Hajar, al-
Ishibah, ]. 1, h. 406; Ibn al-Athir, Usud al-Ghibah, J. 11, h. 97-98.

Ibn Taimiyyah, Minhdj al-Sunnah al-Nabawiyyah, J. 11, h. 522-524.

Lembaga Ahl al-Hall wa al-’Agd sering juga disebut dengan istilah Ah/ al-Ikhtiyir (orang-
orang yang punya hak memilih), A/ al-Syawkah (orang-orang yang memiliki otoritas),
atau Ahl al-Satr wa al-Din (para pemilik otoritas dan kebijakan keagamaan, di kalangan
Syiah). Pemikiran tentang lembaga ini dapat dijumpai dalam golongan Sunni seperti
yang ditulis oleh al-Mawardi (975-1059), al-Juwaini (1028-1085), al-Ghazali (1058-
1111), dan Ibn Khaldiin (1322-1406). Juga dapat ditemui dalam golongan Syiah seperti
yang ditulis oleh al-Hilli (1250-1325). Lihat Aba al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn
Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, Kitdb al-Abkim al-Sulthiniyyah (Beirut: Dar
al-Fikr, t.t.), h. 6; Huston Smith, The Concise Encyclopedia of Isiam (New York: Harper
E. Row, 1989), p. 186; ‘Abd al-Rahman Ibn Khaldan, Mugaddimah Ibn Khaldin, h.
188; al-Juwaini, al-Ghiyatsi: Ghiyats al-Umam fi lltiyis al-Zhulam, (Qatar: Maktabah al-
Imam al-Haramain, t.t.), h. 126; Aba Hamid al-Ghazali, al-Igtishad fi al-I'tigad, h. 67.

Lihat Ibn Taimiyyah, Minhdj al-Sunnah al-Nabawiyyah, J. 11, h. 109.

Kualitas-kualitas pemimpin dalam konsep Syiah intinya adalah kesempurnaan, dengan
istilah ishmah (tanpa salah). Pemimpin bagi mereka adalah rahmat Allah. Ta adalah
tempat berlindung dari segala kesalahan dan segala bentuk kezaliman. Kesempurnaan
imam jtu sampai pada tingkat kemampuan memelihara Syariah, kemampuan
mengetahui kebenaran yang tidak diterangkan dalam al-Qur’an atau al-Sunnah, dan
kesempurnaan yang melampaui ijtihad-ijtihad manusia biasa dalam bentuk ijma’
(konsensus) atau g#yas (analogis). Sejalan dengan itu, idealisasi prasyarat pemimpin juga
dikemukakan oleh al-Farabi (870-950). Dia menjelaskan bahwa seorang kepala negara
yang diangkat harus memiliki dua belas syarat, yaitu: mempunyai anggota badan yang
sempurna, mempunyai daya nalar yang baik, daya ingat yang kuat, cerdas dan
intelegensia tinggi, daya penyampaian yang baik, cinta ilmu dan senang mengajar,
menghindari hal-hal yang dilarang dalam hal makanan dan minuman, suka berderma,
berjiwa besar, zuhud, adil, dan berani menegakkan kebenaran. Persyaratan itu harus
dilengkapi dengan kemampuan mencapai al~sa ddah al-qushwa (kebahagiaan tertinggi),
dengan cara mempersatukan semua persyaratan tersebut dengan al-aql al-fal (akal
pikiran aketif). Ibn Abi Rabi’ mencantumkan ada enam syarat yang harus dipenuhi oleh
seorang yang hendak menjadi kepala negara, yaitu: berasal dari keturunan raja, memiliki
kemauan yang keras, kuat mentalnya dan mampu mengendalikan emosi, mempunyai
pendirian yang teguh, tabah dalam menghadapi tantangan, memiliki ekonomi yang kuat,
memiliki pendukung yang setia. Al-Mawardi (995-1059) memberikan 7 syarat yang
harus dimiliki bagi kepala negara, yaitu: 1) adil, 2) mempunyai ilmu luas hingga mampu
melakukan ijtihad, 3) sehat inderawi, pendengaran, penglihatan, dan lisan, 4) sehat
anggota badan tidak cacat, 5) wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat
dan mengelola kepentingan umum, 6) berani dalam melindungi rakyat dan menentang

Refleksi Vol. 10, No. 2 (2008)



211 | Shobahussurur

musuh, 7) berasal dari keturunan Quraisy. Sedangkan al-Ghazali (1058-1111)
memberikan sepuluh persyaratan yang harus dipenuhi seorang kepala negara. Persyaratan
itu adalah: dewasa, akal yang schat, merdeka, laki-laki, keturunan Quraisy, schat
pendengaran dan penglihatan, kekuasaan yang nyata, yakni adanya perangkat yang
memadai seperti adanya alat negara, hidayah, yakni adanya daya pikir dan perencanaan
yang kuat, berilmu dan wara’, yakni tidak berbuat hal-hal yang terlarang. Lihat, al-Farabi,
Ara’ Abl al-Madinah al-Fadlilah (Kairo: Maktabah wa Mathba’ah ‘Ali Subhi, tt.), h. 80-
82; Abi Hamid al-Ghazali, al-lgtishad fi al-I'tigad, h. 214-215; al-Mawardi, Kizib al-
Abkam al-Sulthiniyyah, h. 6; Ibn Abi Rabi, Sulik al-Malik fi Tadbir al-Mamalik, ]. 11,
h. 407.

20. Bunyi kata-kata Ibn Taimiyyah itu: “sle} 3b s2al s Ald e pa | s ala) ae 4w o537, Lihat
Ibn Taimiyyah, Minhdj al-Sunnah al-Nabawiyyah, J. 1, h. 548.

21. Ibn Taimiyyah, Minhdj al-Sunnah al-Nabawiyyah, ]. 111, h. 378-379.

22. Ibn Taimiyyah, Minhdj al-Sunnah al-Nabawiyyah, ]. 11, h. 135.

23. Tentang pemimpin harus dari suku Quraisy itu sendiri terdapat beberapa perbedaan
pendapat. Abu Muhammad Ibn Hazm menjelaskan perbedaan itu antara lain: 1) semua
anak keturunan Farh Ibn Malik Ibn Nadhar. [Pendapat Ahl Sunnah, mayoritas Murji’ah,
dan sebagian al-Mu’tazilah]; 2) hanya dari anak keturunan al-Abbas Ibn ‘Abdu al-
Muthallib. [Pendapat al-Rawandiyyah]; 3) hanya dari anak keturunan ‘Ali Ibn Abi
Thalib [Syiah]; 4) hanya dari anak keturunan Ja’far Ibn Abi Thalib, terutama Abdullah
Ibn Mu’awiyah Ibn ‘Abdullah Ibn Ja'far Ibn Abi Thalib [Syiah]; 5) hanya anak
keturunan Abdul Muthallib saja, termasuk dari keturunan Abu Thalib, Abu Lahab, al-
Abbas, dan al-Harits; 6) hanya dari anak keturunan Abu Bakar atau ‘Umar Ibn al-
Khaththab saja. Lihat Ibn Taimiyyah, Minhaij al-Sunnah al-Nabawiyyah, ].1, h. 502-504.

24. Dia berkata dalam kaitannya dengan kritiknya kepada imamah Syiah yang menolak
kepemimpinan dari luar Ahl Bait Rasul: “Para wali Allah yang bertakwa itu mempunyai
hubungan keagamaan, keimanan dan ketakwaan kepada-Nya. Hubungan itu lebih mulia
dari pada hubungan kekerabatan dan nasab. Kedekatan antara hati dan ruh, lebih besar
dari kedekatan jasmaniah. Oleh karena itu makhluk paling mulia adalah para wali Allah
yang bertakwa. Keluarga Ali ada yang mukmin, kafir, baik dan jahat. Kalau sekiranya
ada di antara keluarganya menjadi orang mulia seperti Ali, Ja'far, al-Hasan, dan al-
Husein, maka keutamaan mereka itu muncul karena keimanan dan ketakwaan. Mereka
itu menjadi wali-wali Allah karena keimanan dan ketakwaan bukan karena nasab”. Lihat
Ibn Taimiyyah, Minhdj al-Sunnah al-Nabawiyyah, ]. IV, h. 22.

25. Ibn Taimiyyah, Minhdj al-Sunnah al-Nabawiyyah, J. 1, h. 139-140.

26. Ibn Taimiyyah, Minhdj al-Sunnah al-Nabawiyyah, ]. 2, h. 86.

27. Diantara ayat yang disebutkan adalah QS. al-Nisa’ [4]: 59, bahwa “uli al-amri minkum”
(para pemimpin di antara kamu sekalian) dalam ayat itu tidak dirinci berapa jumlah dan
dari suku apa. Sedangkan hadis-hadis yang dikutip antara lain: “ s o) :JE 3 oo
GRY) pase Lis lae OIS ol gbly aanl of Jlasl”, “Dari Abu Dzar, berkata:
“Sesungguhnya kekasibku (Muhammad) memerintabkan aku untuk mendengar dan
menaati walau kepada seorang budak Habasyi dengan wajah buruk”. Lihat dalam al-
Bukhari al-Ja’fi, Shabih al-Bukhari, J. VIII, h. 445; al-Imam Abi al-Husain Muslim Ibn
al-Hajjaj, Shapih Muslim., J. 111, h. 1467-1468. Juga sabda Rasulullah SAW. pada waktu
Haji Wada’, dengan redaksi periwayatan yang berbeda-beda: « 2sul 2 aSile Jaainl sl
I smabal 5 1 sranld dll ISy S0 43y gaxay”, “Sekiranya seorang budak hitam jelek ditugasi untuk
memimpin kamu sekalian dengan berdasarkan Kitab Allah, maka dengarkan dan patubi
dia”. Lihat dalam al-Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Shabhih Muslim, ]. 11, h.
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944, J. 111, h. 1468; al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, ]. 111, h. 125; Ibn Majah, Sunan Ibn
Majah, J. 11, h. 955; Imam Ahmad, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, J. IV, h. 70, J. V, h.
371,]. VI, h. 402-403. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW. bersabda: “ | sxalal g1 smanl
LAl ) S plm e oSile Jaril )7, “Dengarkan dan patuhi, meskipun yang memimpin
kamu adalah seorang hamba Habasyi meskipun kepalanya jelek (seperti tempat air)”. Lihat
dalam al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih al-Bukhari, ]. 1, h. 136, J. IX, h. 62. Ibn Majah, Shahih
Mouslim, ]. 11, h. 955. Imam Ahmad, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, J. 111, h. 114, 171.

28. Ibn Taimiyyah, di samping memaparkan hadis-hadis tentang ketaatan kepada
pemimpin, meskipun bukan dari suku Quraisy seperti yang disebutkan di atas, juga
memaparkan dan mengakui tentang kebenaran hadis-hadis tentang pemimpin dari
Quraisy. Hanya saja dia tidak memberi komentar tentang hadis-hadis itu. Ada hadis yang
dikutip Ibn Taimiyyah tentang kepemimpinan dari Quraisy, hanya saja bunyi teks-teks
hadis itu tidak secara tegas memberi keharusan bahwa pemimpin itu harus dari Quraisy.
Lihat Ibn Taimiyyah, Minhdj al-Sunnah al-Nabawiyyah, ]. 111, h. 383-384. Apakah
berarti Ibn Taimiyyah setuju atau tidak?. Kalaulah Ibn Taimiyyah banyak
mencantumkan  hadis-hadis  tentang pemimpin dari Quraisy, menunjukkan
persetujuannya, setidaknya janganlah diartikan bahwa kepemimpinan itu monopoli suku
Quraisy dan janganlah persyaratan kesukuan itu diprioritaskan di atas persyaratan yang
lebih utama, seperti kemampuan. Ada penjelasan dari Ibn Taimiyyah, bahwa kalaulah
disebutkan tentang keutamaan suku Quraisy secara kelompok, tidak mengandung arti
bahwa individu-individu Quraisy itu mesti lebih baik. Karena ternyata ada orang—orang
non Quraisy yang lebih baik dari individu dari suku Quraisy. Lagi pula syariah tidak
hanya diturunkan untuk suku Arab atau Quraisy saja, maka menjadi tidak adil kalau
peran dalam beramal saleh itu hanya dimonopoli oleh salah satu suku. Oleh karenanya
yang dimaksudkan kenapa suku Quraisy disebut sebagai yang berhak menjadi pemimpin
pada waktu itu. Tidak lain adalah karena pada waktu itu suku Quraisy adalah suku paling
terhormat karena kemampuan dan kebesarannya. Oleh karenanya, patut bagi mereka
untuk menjadi pemimpin. Dalam kaitan dengan masalah ini, mungkin dapat digunakan
konsep ashabiyah (group feeling, solidaritas kelompok) Ibn Khaldan tentang
kepemimpinan suku Quraisy. Baginya, pada waktu itu orang-orang Quraisy adalah para
pemimpin terkemuka di antara suku-suku lain. Jumlah mereka banyak, mempunyai
solidaritas kelompok yang kuat, mempunyai wibawa yang kuat atas cabang-cabang dan
ranting-ranting dari Bani Mudhar. Seluruh bangsa Arab waktu itu mengakui keunggulan
suku Quraisy. Bila kepemimpinan dipercayakan kepada suku lain, mungkin akan
menimbulkan gejolak dan pembangkangan. Jadi petunjuk Nabi itu adalah berdasarkan
fenomena seperti di atas. Jadi bila solidaritas suku Quraisy tidak lagi seperti dulu, di mana
mereka tidak lagi mempunyai kekuatan dan kelompok yang solid, maka tidak harus
dipertahankan keharusan pemimpin dari suku Quraisy. Agaknya itulah fenomena yang
terjadi pada masa Ibn Taimiyyah. Sehingga memunculkan persyaratan Quraisy dianggap
tidak realistis. Lihat al-’Ashimi, Majmi’ Fatdwd, J. XIX, h. 29-30. Lihat juga ‘Abd al-
Rahman Ibn Khaldin, Mugaddimah Ibn Khaldin, h. 223.

29. Lihat QS. al-Nisa’ [4]: 58.

30. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengancam seorang pemimpin yang tidak dapat berlaku
jujur, dengan sabdanya: “ 13 :JU flgielal Lag Al Jgm) b :J8 Aelodl il ALY i 1)
Aclul) Jluls alal ye N Y 2us”, “Bile amanat telah lenyap, maka tunggu saja saar
kehancurannya”. Kapan amanat itu lenyap?. Beliau menjawab: “Bila suatu urusan
diserabkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya”. Lihat al-
Bukhari al-Ja’fi, Shabib al-Bukbari, J. 1, h. 23, ]. VII, h. 129.
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31.

32.
33.
34.

Ibn Taimiyyah berkata: “Kecintaan sesecorang kepada anak atau hamba yang baru
dimerdekakan terkadang mempengaruhinya dalam pemberian suatu jabatan atau sesuatu
yang scharusnya bukan menjadi haknya. Maka dalam keadaan seperti itu, dia telah
mengkhianati amanat yang telah diberikan kepadanya. Begitu pula dengan banyaknya
harta dan simpanannya karena mengambil sesuatu yang bukan haknya atau karena pilih
kasih dalam jabatan, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan telah
berkhianat kepada amanat yang diberikan kepadanya”. Lihat Ibn Taimiyyah, a/-Siydsah
al-Syar’iyyah, h. 11.

Muslim Ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, J. 111, h. 1456.

Muslim Ibn al-Hajjaj, Shabih Muslim, J. 111, h. 17.

Muslim Ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, ]. 11, h. 17.
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